PEMERINTAH PROVINS! JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINS! JAWA TENGAH

NOMOR : 445701346 /11 /2022

TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah

Menimbang . a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia
dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri
penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan
rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan
negara dan Sadan Publik lainnya dan segala sesuatu yang
berakibat pada kepentingan publik;

d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu
upaya untuk mengembangkan masyarakat inforrnasi:

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, ¢ dan huruf d, perlu ditetapkan
dalam kebijakan Direktur RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548)

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



9.

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

Peraturan komisi informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2021
Tentang Standar layanan informasi publik);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008;
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
dan Rumah 5akit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 Nomor 94);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
Nomor 10);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan
Informasi Publik Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 12 Tahun 2015 Tentang

11.

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47
Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan
Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
Jawa Tengah);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No0.56 Tahun 2019 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
No.6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah);



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

MEMUTUSKAN

Jenis informasi yang wajib disediakan meliputi Informasi yang Wajib
Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi yang Wajib
Diumumkan secara Serta-merta, Informasi yang Wajib Tersedia
Setiap Saat dan Informasi Publik yang dikecualikan;

Jenis informasi yang termaktub pada diktum pertama dituangkan
dalam Daftar Informasi Publik (DIP) yang wajib diperbarui setiap
awal tahun;

Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
setiap Pengguna Informasi Publik melalui website, portal PPID,
media sosial, media elektronik & non elektronik , kecuali Informasi
Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon
Informasi Publik dengan cepat , tepat waktu, biaya ringan, dan cara
sederhana sesuai mekanisme permohonan informasi publik;

Permohonan Informasi dapat dilakukan secara langsung, tertulis,
melalui media sosial maupun elektronik;

Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini
dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto




Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo
2. Pertinggal



